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BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR § TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima

Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40);



Menetapkan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 81 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pasaman Barat.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD
Kabupaten Pasaman Barat.

6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.



BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara sebagai wujud
penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas :

a. PNS dan calon PNS;
b. PPPK; dan
c. Pejabat Negara.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a, termasuk :

a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam negeri maupun luar negeri yang gajinya
dibayarkan oleh instansi induknya;

b. PNS penerima uang tunggu; dan
c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih

dibayarkan.
(3) Aparatur Negara termasuk :

a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; dan

b. Pimpinan Badan Layanan Umum yang terdiri atas :

1. Dewan Pengawas; dan
2. Pejabat Pengelola
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas
pada instansi pemerintah termasuk Pegawai Non-Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada _instansi
pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.

(5) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat.

Pasal 4

(1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;
b. Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah

melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan
terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun
sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian
kerja;



c. Pendanaan belanjanya dibebankan kepada APBD; dan
d. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan

dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara
belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh
dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun,
Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat
diberikan apabila ;
a. Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat

yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja
dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan
Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau

b. Telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya
dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam
hal:
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di

dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar
oleh instansi tempat penugasan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK,
terdiri atas:
Gaji Pokok;

. tunjangan keluarga;
tunjangan pangan,
tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh
persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas
jabatannya.
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(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima
tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh
persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50%
(lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur
Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.1

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling
banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi :
a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas

pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

Paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan
Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat
jabatan atau kelas jabatannya setara.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi calon PNS,
terdiri atas :

P 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
tunjangan keluarga;
tunjangan pangan;
tunjangan umum, dan
tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh
persen) dari 80% Tambahan Penghasilan PNS dengan
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pangkat, jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:
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insentif kinerja;
insentif kerja;
tunjangan pengelolaan arsip statis ;

tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi
atau tunjangan lain yang sejenis;
tunjangan pengamanan; °

tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
g. insentif khusus;



h. Tunjangan pengalxiian bagl PNS yang bekerja dan

bertempat tinggal di dacrah terpencil;
Tunjangan operas! pengamanan bagl PNS yang bertugas
dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar
dan wilayah perbatasan;

j. Tunjangan atau Insentif yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan atau peraturan internal instansi
pemerintah; dan

k. Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan
sebagaimana dimakeud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal
7.

Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2,
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum

tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya
dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dmaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dengan didasarkan
komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret
Tahun 2023.

Pasal 10

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 2,
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2023.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimakeud ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan
setelah bulan Juni.

(3) Besaran QGaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 didasarkan pada
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada
bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 11

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau
potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d
ditanggung pemerintah.



Pasal 12

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) menerima lebih dari 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan
Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga
Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang
nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji
Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas
tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan
kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati
ini dibebankan pada DPA masing masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Pasal 15

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan
melalui penerbitan SPM langsung oleh Pengguna Anggaran
(PA) ke rekening penerima.

(2) Pengguna Anggaran (PA) mengajukan SPM langsung
tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa
BUD.

(3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM
THR Gaji, untuk pembayaran tunjangan hari raya
komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum; .
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(1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembavaran bagl
PNS yang mengalamt unitaal pindat agar diowntumkan

ketermngan pembayaran tundangan tart Raya telah

dibayarkan atau belo dibayarkan
(2) Derdawarkan Suet Keterangan Penghentian Pembayaran

sebagnimana dinakaud pada ayet (1), unit Inatanel (juan
mutaal plodah melakukan pembayaran Tindangan Hart

Raya dan/atau Gall Ketiga Velaw yang belum dibavarkan
pada unit tnatanal veal,

RAD IV
NCNURNDMJAN INTRRNAL

Taal 17

(1) Kepala SKPD melakukan pengendallan internal: terhadap
pelakaanaan pembayaran TNifangan Hart Raya dan Gal
Ketlaa elas. +)



6°

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal & April 2023
BUPATI PASAMAN BARAT,

tof
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H. HAMSUARDI

Di Undangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal § April 2023

UPATEN PASAMAN BARAT,
SEKRETARIS DAERAH

HENDRA POTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR.2.
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTORWILAYAH SUMATERA BARAT

Jin. S. Parman No.256 - Padang 25133
Telepon 0751 7055471 Faksimili 0751-7055510

;_*UGATOMAN Laman : http : // Sumbar.Kemenkumham.go.id

6 April 2023

Nomor : W3.PP.04.02- 274

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

1

Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
di

Simpang Empat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan
nomor surat 100.3./ 34 /Hukum-2023 tertanggal 31 Maret 2023 perihal Harmonisasi Rancangan
Peraturan Bupati Pasaman Barat, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Bupati
Pasaman Barat tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan

Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
- Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat

ditindaklanjuti ketahapan berikutnya.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTORWILAYAH,

Ge
Ota cater gam os

HARIS SUKAMTO, AKS.S.H., M.H.
NIP. 19660605 198911 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
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